BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan pengaduan pelayanan
publik (SPAN-LAPOR!) di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1.

SPAN-LAPOR merupakan kebijakan dalam pengelolaan pengaduan
secara berjenjang dan terintegrasi dalam satu kanal LAPOR!, dalam
implementasinya kebijakan ini dapat digolongkan sebagai kebijakan
yang bersifat top-down dimana keberhasilan implementasi sangat
dipengaruhi oleh kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan. SP4N-
LAPOR! ini memiliki sasaran strategis nasional SP4N-LAPOR!
adalah menciptakan sistem pengelolaan pengaduan yang mempunyai
kemampuan dalam memberikan respon, solusi cepat dan terpercaya
atau fast response, fast solution and trusted complaint handling
system. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut terdapat 2 (dua)
indikator pertama, meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat, dan
indikator kedua adalah perlu persentase penyelesaian pengaduan yang
diselesaikan, jadi SPAN-LAPOR! ini menjadi kanal pengaduan yang
solutif dalam memecahkan permasalahan pelayanan publik.

Kejelasan informasi dalam sebuah kebijakan menjadi sebuah faktor
yang mempengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan,
Kementerian PAN RB telah berupaya melakukan sosialisasi kepada
masyarakat, namun LAN sendiri belum melakukan hal tersebut,
sehingga pengintegrasian pengelolaan pengaduan belum dapat

dilaksakanan di LAN, selain agen pelaksana yang belum mengetahui
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mekanisme pengelolaan pengaduan SPAN-LAPOR, masyarakat juga
belum mendapatkan edukasi dan pemahaman terkait pengaduan
melalui kanal SPAN-LAPOR!.

Sementara itu untuk faktor sumber daya mencangkup, sumber daya
manusia atau implementor kebijakan, sumber daya anggaran, sumber
daya kebijakan serta sumber daya sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia (human resources) yakni agen pelaksana yang
dimiliki LAN yang didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris
Utama LAN Nomor 30/S.1/HKM.02.2/2022 tentang tim koordinasi
pengelola pengaduan dan petugas administrator LAPOR! disana
tercantum 31 orang yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan SP4N-
LAPOR! namun yang bekerja secara optimal hanya 2 orang yaitu
admin instansi dan pengelola pengaduan selebihnya agen pelaksana di
unit kerja tidak berjalan optimal. Sementara untuk Sumber Daya
Anggaran atau Finansial dalam pengelolaan SP4N-LAPOR!
dijelaskan dalam PerMenPANRB 62/2018 mengatakan pembina
dalam hal ini pimpinan instansi wajib memberikan jaminan
ketersediaan anggaran dalam membiayai pelaksanaan manajemen
aduan pelayanan publik. Sedangkan jika melihat data Rencana
Kegiatan anggaran (RKA) LAN tidak terdapat anggaran untuk
pengelolaan pengaduan. Sumber daya kebijakan (policy resources)
SPAN-LAPOR! di LAN belum diperbaharui masih merujuk pada
Peraturan Kepala LAN 4/2015 mengenai petunjuk teknis pengelolaan
pengaduan dan pelayanan informasi publik yang belum merujuk pada
pedoman pengelolaan pengaduan SP4AN-LAPOR!

Untuk Faktor Karakteristik pelaksana kebijakan, LAN telah memiliki
standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengelolaan
pengaduan di lingkungan LAN dengan terbitnya SOP Nomor
LAN.09.02.CFM.04.SOP.01.04 yang berisi pelaksanaan pengaduan

secara umum dan belum menyentuh pada mekanisme pengelolaan
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pengaduan melalui  SP4N-LAPOR!. Sementara itu untuk
pengembangan kompetensi agen pelaksana sendiri belum dilakukan
oleh LAN baik melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun coaching
dan mentoring dalam pengelolaan pengaduan SP4AN-LAPOR!
Disposisi atau sikap pelaksana disini sebenarnya tidak ada penolakan
dari agen pelaksana, melainkan dikarenakan belum adanya sosialisasi
mekanisme SP4N-LAPOR! kepada para pelaksana kebijakan yaitu
pengelola pengaduan, maka pengelola pengaduan mengalami
kebingungan dalam menerapkan kebijakan SP4N-LAPOR! Ini di
lingkungan LAN. Permasalahan lain terkait dengan sikap pelaksana
sendiri adalah kesibukan masing-masing unit kerja yang berbeda-beda
yang menyebabkan responce time atau kecepatan merespon
pengaduan dangat telat, selain itu juga kesibukan unit kerja juga
membuat pengelola pengaduan terlewat dalam membaca notifikasi
pengaduan yang masuk.

Terakhir, faktor lingkungan sosial, politik dan ekonomi, pada
pendekatan implementasi fop-and down terutama pada kebijakan
SP4N-LAPOR! tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, terutama
untuk instansi pusat seperti LAN. Intervensi sendiri berasal dari
Kementerian PAN RB untuk mendorong segera mengintegrasikan
pengelolaan pengaduan di LAN ke dalam aplikasi SPAN-LAPOR!.
sementara itu untuk intervensi eksternal belum di temui oleh LAN.
kebijakan ini mempengaruhi kondisi sosial kemasyarakatan dimana
pada era demokrasi dan keterbukaan informasi akan mendorong
pasrtisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapa, saran dan aduan

terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik di negeri ini.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran dalam
mengintegrasikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N-
LAPOR!) di LAN melingkupi 3 (tiga) aspek yaitu peningkatan partisipasi
stakeholders internal dan eksternal, penguatan kelembagaan dan sumber daya
manusia, dan terakhir penguatan kapabilitas SP4N-LAPOR.

Beberapa saran konkret yang perlu dilakukan Lembaga Administrasi
Negara dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan pengaduan pelayanan
publik ke SPAN-LAPOR! adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kanal-kanal pengaduan yang berada di satuan kerja
untuk ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan kanal-kanal tersebut ke
SPAN-LAPOR berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

2. Mengaktifkan “chat boot” pada kanal media sosial yang berisi link
www.lapor.lan.go.id, sehingga pengaduan dari masyarakat akan

langsung dialihkan ke kanal SP4AN-LAPOR!.

3. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada
admin pengelola pengaduan dan informasi publik disetiap unit kerja
sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris
Utama LAN.

4. Melakukan sosialisasi SP4N-LAPOR! LAN kepada masyarakat
melalui media sosial humas lan dan seluruh media sosial unit kerja
dengan intensitas bulan 2 kali. Selain itu juga memperkenalkan SP4N-
LAPOR! kepada siswa dan mahasiwa yang melakukan kunjungan atau
study tour ke LAN.

5. Memperbaharui Peratuan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Informasi
Publik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan

saat ini dan membuat Peraturan Kepala LAN yang baru terkait
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pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang merujuk pada
PerMenPAN 62 Tahun 2018 tentang SP4N-LAPOR!.

Pengusulan alokasi anggaran pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR!
dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Utama selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) untuk dianggarkan di tahun berikutnya.
Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik melalui mekanisme pengaduan SP4N-
LAPOR!.

Melakukan Evaluasi dan Monitoring kepada seluruh admin
pengelola/tim koordinasi SP4AN-LAPOR! LAN untuk melakukan
rekapitulasi pengaduan yang masuk melalui kanal-kanal lain dan
melaporkannya kepada biro Hukum dan Hubungan Masyarakat setiap
bulan. Bagi pengelola yang tidak memberikan laporan pengaduan dua
kali berturut-turut maka akan mendapatkan surat teguran yang

ditujukan kepada pimpinan unit kerja tersebut.
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